
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor3 Drt. Tahun 1953
tentang Pcmbcntukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengadaan BarangjJasa pada Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaba MilikDaerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan
Barangj'.Iasa Badan Usaha Milik Daerah;

b. bahwa pengadaan Barang/iJasa untuk BUMD (dalam
hal ini termasuk PDAM) yang modalnya beraurnber
dari kekayaan daerah yang dipisahkan tidak diatur
oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah;

a. bahwa POAMKabupaten Hulu Sungai Utara sebagai
Badan Usaha Milik Daerah perlu melakukan
pengadaan barangj jasa secara cepat, fleksibel, efisien,
dan efektif agar tidak kehtlangan momentum bisriis
yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga
diperlukan pedoman pelaksanaan pengadaan
barang/jasa yang dapat mernernrhi kebutuhan bianis
dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien,
efektif, kompetitif', transparan, adil, akuntabel serta
mengikuti etika pengadaan barang/jasa yang telah
ditetapkari;

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA £SA
BUPATI HULU SUNOAI UTARA,

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PJ\.DA PERtTSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI IIULU SUNGAI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2020

-

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

, .,

TENTANO



9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun
2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah Yang
Dipisahkan;

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tah'un 2018 tentang
Pengadaan Barangj .Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330;

7. Peraturan Pemerintah Nomoi' 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor42, Tamb~han
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoneaia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemer 6173):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyerliaan All' Minum
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490);

4. Undang-Vndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587),
sebagairnana te1ah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Vndang Nomor 9 Tahrm 2015 tentang
Perubahan Kcdua atas Undang-Undang Nomor 23
Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla
Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terrtnng
Perseroan Terbatas [Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2007 Nornor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,· Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 2756) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
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DB lam Perafurun Bupati irii yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. PemerintahDaerah adalah Bupati beeerta perangkat daerah sebagaiunsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupatl adalah Bupati HuJu Sungai Utara,

4. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh
Badan Usaha MiHk Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan,
eampai dengan serah terima pekerjaan.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
badan u~ghg yang seluruh atau sebagian besar modalnya dirniliki oleh
Daerah.

6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selaniutnya disingkat PDAMadalah
Badan Usaha MilikDaerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bergerak di
bidang pelayanan air minum.

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada PDAM.

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPAadalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggungjawab pcnggunaan anggaran pada PDAM.

Pasal 1

BAB I
KETENTUAN UMUM

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDQMAN PENGADAAN
BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Menetapkan

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Direktur, Badan
Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Hulu Sungal Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013
Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 5 Tahun 1989 terrtarig Peridir-ian PerU!'j{lhl;;l.an
Daerah Air Minurn Kabuaten Dati II Hulu Sungai
Utara (Lembaran Daerah Kabtrpatcn Hulu Stmgai
Utara Tahun 1989 Nomor 4 Sed D Nomor 4);

, .

Pengadaan
Tahun 2018

Pengadaan

10. Peraturan Lembaga Kebijakan
Barang/.Jasa Pemerintah Nomor 9
tentang Pedoman Pelaksanaan
Barang/Uasa Melalui Penyedia;



17. Satuan Pengawasan Internal atau Audit Internal adalah unit keIja pada
PDAM yang melakukan pengawasan melalui audit, revieu, pernantauan,
evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi PDAM.

18.Pengadaan barang/jasa mela.lui Swakelola yang selanjutnya disebut
Swakelola adalah eara memperoleh barang/j:u;a yang dikerjakan sendiri
oleh PDAM.

19. Pengadaan barang/ jasa melalui Penyedia adalah cara rnemperoleh
barang/jasa yang discdiakan oleh Pelaku Usahu.

20. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau bada.n usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalarn wilayah
hukum negara Repuhlik Indonesia, baik sendiri maupun bersarna sama
melalui pertanjtan menyelenggarakan kt:giaLwl 'ueaha d~dwn bcrbeigeii
bidang ekonomi,

21. Penyedia Barang/jasa yang sclanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku
usaha yangmenyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak,

22. Barang adalah setiap benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau
tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

23. Pekerjaan Konstrukai adalah keseluruhan atau sebagian kcgiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pernbongkaran, dan
pembangunan kembuli !;Iuatu bangunan..

15. Pengelola Pengadaan barnng/jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi
tugae, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Direksi
PDAM, untuk melaksanakan Pengadaan barang/jasa.

16. Rencana Umum Pengadaan barang/jasa yang sclanjutnya disingkn! RUP
adalah daftar rericaria Pengadaari barang/jasa yang akan dilaksanakan
oleh PDAM.

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengarnbil keputusan dan/ atau
melakukan tindakan dalarn pengadaan barang/jasa, yang dapat
mengakibatkan pengeluarcn anggaran belanja pada PDAM.

10. Pejabat Pengadaan adalah peiabat adminiatrasi /pejabat
fungaionalj'personel yang berrugas rnelaksanakan Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung, e-purchasing yang ditetapkan dengan Keputusan
Direksi.

11. Panitia Pemilihan adalah tim yang dilunj uk unluk rnelaksanakan tender
dan seleksi yang ditetapkarr dengan Keputusan Direksi.

12. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya dlslngkat PjPHP
adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personel yang bertugaa
memeriksa adrninistrasi hasil pekerjaan Pengadaan barang/ jasa.

13. Parritia pemilihan Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat
PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
Pengadaan barang/ jasa.

14. Penyclenggara Swakelola udalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan
aecar'a Swakelola.
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30. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/Pekeriaan Konstruksi/ .Iasa Konsultansi / .Jasa Lainnya
dalam keadaan tertentu,

31. Pengadean secara elektronik atau Ei:-Procurement adalah Pengadaan
barang/ jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi
dan transaksi elektronik scsuai ketentuan perundangundangan.

32. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/jaea yang
dilakukan secara terbukn dan dapat diilruti oleh sernua Penyedia
Barang/ jasa yang terdaftar pada sistcm pengadaari secara elektronik
dengan earn menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang
telah ditentukan.

33. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektrorrik
yang mernuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga bararig tcrtcnru
dari berbagai Penyedia Barang/jasa Pemerintah.

3"1.8istem PengadaA11 secara Elektronik yang selanjutnya ui:,.Jil.1~kulSPSE
adalah sistem informasi tentang penyelenggaraan peugadaan barang,' jasa
secara elektronik,

35. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi
elektronik yangterkait dengan lnformasi Pengadaan barangjjasa sccara
Nasional yang dikelola oleh LKPP.

36. Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan
dari pemerintah atas kompetensi dan. kemarnpuan profesi dibidang
Pengadaan barang/ jasa,

37. Dokumen Pemilihan adalah dokurnen yang ditetapkan oleh Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang
harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

38. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar tmtuk mencegah
dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan
barang/ jasa.

39. Kontrak Pengadaan barang/jasa yang selaniutnya disebut Kontrak adalah
perjanjian tertulis antara PA/PPK dengan Penyedia Barang/jasa atau

24. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir,

25. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan
peralatan, metodologikhusus, dan Iatau ketrampilan dalam suatu sistem
tata kelola yang telah elikenal luas eli dunia usaha untuk menyelesaikan
suatu pekerjaan,

26. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan
harga barang/ jass yang ditetapkan oleh PPK.

27. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut Ie-purchasing
adalah tata cara pernbelian barang/ jasa rnelarui sis tern katalog elektroriik,

28. Tender adalah rnetode pernilihan untuk rnendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Uasa Lainnya.

29. Seleksi adalah metode pernilihan 'urrtuk mertdapatkan Penyedin Jasa
Konsultansi,

, .
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pelaksana Swakelola,

40. Kontrak Payung adalah konlrak harga satuan dalam periode waktu
tertentu untuk barangjjasa yang belum dapat ditentukan volume
danj atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani,

41. Kontrak Tahun Jarnak adalah kontrak Pengadaari uH.I·HIlg!jasa yang
membebani lebih dari 1 [satu] Tahun Anggaran dilakukan sctclah
mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan
perrrturrm perundung-undangan, berupa pekerjaan yang penyelesaiannya
lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (sa.tu)Tahun Anggaran;
atau pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan
untuk jangka waktu lebih dari 1 (sutu) Tahun Anggarun dan paling lama 3
(tiga) Tahun Anggaran.

42. Usaha Mikro adalah ujsaha produkiif rnilik orang perseorangan dan/ atau
badan usaha yang memenuhl kriteria Usaha Mikro sebegaimana dimaksud
dalam undangundang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah,

43. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan
dilakukan oleh orang per!;it;loran_gan afau badan usal:1a_ yang bukan
rnerupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai atau rnenjadi bagian baik Iangsung maupun tidak
langsung dan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria
Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalarn undang-undang yang mengatur
rnengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

44. Usaha Menengah adalab usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak per usahaan atau cabang perusahaan ya.ng dirniliki,
dikuasai, ata u rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langaung
dengan Usaba Kecil atau Usaba Besar dengan jumlah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undangl.lndang
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

45. Produk Dalam Negeri adalah barang/jaaa termasuk rancang bangun dan
perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh per-uuahuan industri
yang bcrinvcstasi dan berproduksi di Indonesia.

46. surer .Jaminan yang selanjutnya disebut .Iarnirrarr adalah jaminan tertulia
yang rlikeluarkan oleh Bank Umurri/Pcrusahaan Penjaminarr/Perusahaan
Asuransi/Icmbaga keuangan kbusus yang menjalankan usaha di bidang
pernbiayaan, penjaminan, dan asuransi unruk mendorong ekspor
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraj.urart perundang-undangan di
bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

47. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta
pemilihanjPenyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan barangjjasa di
seluruh PDAMdalam jangka waktu tertentu.

48. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para
pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelurnnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

49. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia .Iasa yang
mernperlombakan gagasan oriainal, krcatifitas dan inovaal tertentu yang
harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdaSW'kanHarga SaLucul.
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Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
1. tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/ jasa;
2, pelaku pengadaan barang/ jasa;
3. perencanaan pengadaan;
4. persiapan pengadaan barang/ jasa;
5. pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pengadaan barang/jasa melalui

Pasal 3

BAB III
RUANO LINOKUP

(2) Tujuan disusunnya Perattiran Bupati ini adalah:

a. untuk pelaksanaan teknis yang dipersyaratkan dalarn pengadaan
barang/jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemarnpuan
keuangan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka
meningkatkan dan menjaga keberlangsungan PDAM.

b. menghasilkan barang/ jasa yang tepat dari setiap ua.ng yang
dibelanjakan, diukur dan aspek kualitas, jumlah, waktu, hiaya, lokasi,
dan Penyedia;

c. rneningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
d. meningkatkan peran serta USMfJ. Mikro, Usaha Keeil, dan Usaha

Mencngah dan / atau pelaku usaha daerah;
e. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;

f. menyederhanakan dan rnempercepat proses pengambilan keputusan;
g. meningkatkan kemandirmn, Langguug _jawabdan profeslonalismc:
h. meningkatkan sinergi antar PDAM;dan
1. rnendorong pengadaan berkelanjutan.

(1) Maksud diauaurinya Peraturan Bupat! ini untuk memberikan pedoman
bagi PDAM da1am pelaksanaan pengadaan barang/jasa,

Pass] 2

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

50. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan
barangjbenda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang
harga/biayanya tidak dapat ditctapkan berdasarkan Harga Satuan,

51. Bahan baku produksi adalah bahan mentah yang digunakan untuk
membuat produk atau rnemproduksi rnenjadi barang jadi atau setengah
jadi dimana bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk
jadinya (atau merupakan bagian terbesar dad bentuk barang).

52. Barang kulakan adalah barang jadi atau setengah jadi yang diambil dari
suatu lempat dalam j'urnlah beaar untuk kemudian dijual atau
ditranenksikan lagi dengan pembeli.
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Tujuan pengadaan barang/ jasa adalah:
a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dad setiap uang yang dibelanjakan,

diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
b. meningkatkan penggunaan produk dalarn negeri;
c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah

darr/ atau pelaku usaha daerah;
d. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
e. mendukung penciptaan nilai perusahaan;

PasalS

BagianKesatu
Tujuan Perigaduarr barana/jasa

BABIV
TUJUAN, KESI.JAKANj PRINSI?, DAN ETIIv\

PENGADMN BARANGjJASA

(1) Pengadaan barang/jasa pada PDAMmeliputi ;
a. barang;
b. pekerjaan konstruksi;
c. jasa konsultansi; dan
d. jasa lainnya.

(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara :
a. swakelola; darr/atau
h. penyedia

(3) Pengadaan barang/jasa yang dlkccualikan dalarn Peraturan Bupatl ini
meliputi pada:
a. listrlk
h. teleponj komunikasi
c. bahan bakar gas; atau
d. bahan bakar minyak

(4) Tata cara pengadaan jarang/jasa sebagaimana dirnaksud pada ayat (3)
lebih lanjut diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal-l

swakelola;
6. pelaksanaan pengadaan barangjjasa melalui penyedia;
7. kontrak;
8. kriteria pengadaan barangjjasa dalam keadaan darurat;
9. penggunaan barang/ jasa produksi dalam negeri;
10. peran serta usaha keen:
11. kortsep ramah lingkungan;
12. pengadaan barangfjasa lainnya;
13. pengawasan dan pembinaan;
14. sanksi;
15. pelayanan hukum bagi pelaku; dan
16. penyelesaian sengketa kontrak.
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Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip scbagai berikut:

a. efisicn, berarti pengadaan barang/jasa hams diusuhakan dengan
rnenggunakan dana dan daya yang minimum 'untuk mencapai kualitas dan
sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah
ditetapkan untuk mencapai hasil clan sasaran dengan kualitas yang
maksimum;

b. dekLif, berarti pengadaan barang/jasu harus aeeruai dengan kebutuhan dan
aasaran yang telah ditetapkan serta mernberikan manfaat yang sebesar
besamya;

c. transparan, berarti sernua ketentuan dan inforrnaai mengenai pengadaan
barana/Jasa bersifat .lelas dan dapat diketahui secara luas oleh penycdia
barang/ jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;

d. terbuka, berarti pengadaan barang/ jasa dapat diikuti oleh semua penyedia
barang/ jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan
ketentuan dan prosedur yangjelas;

e. bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui
persaingan yang sehat dian tara scbanyak mungkin penyedia barang/jasa
yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh
barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi
yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan
barang/ jasa;

Pasal 7

Bagian Ketiga
Prinsip Pengadaan barang/jasa

Kcbijakan pengadaan barang/jasa meliputi:
a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
b. melaJ<:sanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, ter'buka, dan

kompetitif;
c. memperkuat kapasitas kelernbagaan dansumber daya manusia

pengadaan barang/jasa;
d. menggunakan teknologi inforrnasi dan komunikasi, serta transakai

elektronik;
e. mendorong penggunaan barung/jasa dalam negeri dan Standat Nasional

Indonesia (SNl);
f. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha

menengah; dan
g. melaksanakan pengadaan berkelanjulan.

Pasal 6

Bagian Kedua
Kebijakan Pengadaan barang/jasa

r. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
g. meningkatkan kernandirian, tanggung jawab dan profesionalismc;
h. meningkatkan sinergi antar PDAM;dan
i. mendorong pengadaan berkelanjutan,
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(1) Pelaku pengadaan barangj jasa untuk pengadaan melalui swakelola terdiri
atas:
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. PjPHP/PPHP; dan
e. penyelenggara swakelola.

Pasal9

Bagian Kesatu
Umum

BABV
PELAKU PENGADAAN BARANGj.JASA

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan barang/jasa rnematuhi etika
sebagai berikut:
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk

mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pcngadaan
barangjjasa:

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahaslaan Informasi
yang rnenurut sifatnya hams dirahastakan untuk mericegah periyirnpajtgart
pengadaan barang/jasa:

c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langs'urig yang berakibat
persaingan usaha tidak sehnt;

d. menerirna dan bertanggung jawab atas segala keputusan y&ng ditetapkan
sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak
yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat
pcrsaingan usahn tidnk sehn! dalam pengadaan barang/ja9f1.;

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan PDAMi

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi;
dan

h. tidak mcnerima, tidak menawarkart, atau tidak menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah, Imbelan, korniai , rabat, dan apa saja dad
atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan
pengadaan barang/ jasa.

Pasal S

Bagian Keempat
Etika Pengadaan barang/ jasa

f. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia
barang/jasa dan tidak mengarah untuk mcmberi keuntungan kepada pihak
tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah; dan

g. akuntabel, berarti harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait
pengadaan barang/jasa sehlngga dapat dipertanggungjawabkan,
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(3) KPA dapat merrugaskan PPK untuk melaksanakan keweriangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l)yang terkait dengan:
a, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran

belanja; dan / atau

(1) KPAdalarn pcngadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) rnelaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelirnpahan dari PA.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPAberwenang
menjawab sanggah banding pcscrta Tender Pekerjaan Konstruksi.

Pasal Ll

Bagian Ketiga
Kuasa Pengguna Anggaran

(2) Tugas dun kewenangan PA sebagai bcrikut:
H. rnelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran

belanja;
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalarn batas anggaran

belanja yang telah ditetapkan;
c. menetapkan perencanaan pengadaan;
d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender / aeleksi ulang gagal;
g. menetapkan PPK;
h. menetapkan paniLia pernilihan/pejabat pengadaan;
i. menetupkan PjPHP/PPIIPj
J. rnenetapkan penyelenggara swakelola;
k. menetapkan tim teknis;
1. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui

sayembara/kontes; dan
m. menyatakan lender gagalj seleksi gagal.

(.3) Dnlnrn hal tidak ada personel yang dapar ditunjuk sebagai PPK, PA dapat
bertindak sebagai PPK.

(1) PA pada ?DAM adalah Dircktur Utama/Direktur eebagai pimpinan
tertinggi PDAM.

Pasal 10

Bagian KedUI;l
Pengguna Anggaran

(2) Pelaku pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui pemilihan
penyedia barang/jasa terdiri atas:
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. panitia pcmilihanj'pejabat pengadaan;
e. PPHP/PjPHPi dan
f. penyedla.
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(1) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. memiliki integritas;

Pasal13

(1) PPK merupakan pejabat yang ditetapkan olch PA untuk melaksanakan
pengadaan barang/ jasa.

(2) PPKdalam pengadaan barang/ jasa memiliki tugas:
a. menyusun perencanaan pengadaan;
b. menetapkan spesifikasi teknisj'Kerangka Acuan Kerja (KAK);
c. menetapkan rancangan kontrak;
d. rnenetapkan HPS;
e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada

penyedia:
f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
g. menelapkan tim pendukung;
h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
i. elF!pat rnelaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas

Rp300.00Q.QOO,OO(tiga ratus juta rupiah];
J. mcnetapkan surat penunjukan penyedia barangjjmu=L;
k. mengendallkan kontrak;
L melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kcgiatan kepadu PA dengan

berita acara penyerahan;
n. menvlmpsn dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaen

kegiatarr; dan
o. menilai kinerja pcnyedia.

(3) Sellin melakeariakun tugas sebagairnana dimakS1..1d pada ayat (1) PPK
melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dati PA,meliputi:
a. melakukan tindakan yang rnengakibatkan pengeluaran anggaran

belanja; dan
h. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan plhak lain dalam

batas anggaran belanja yang telah ditetapkan,

(4) PPK dalam melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barangj jasa.

Bagian Keempat
Pejabat Pembuat Kornitrnen

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalarn batas anggaran
belanja yang telah ditctapkan.

(4) KPAdapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa,

(5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat
merangkap sebagai PPK.

Pasal12



(1) Panitia pemilihanjpejabat pengadaan berasal dan pegawai PDAM, BUMD
lainnya atau instansi lainnya yang sudah bersertifikat.

(2) Panitia pemilihanjpejabal pengadaan memenuhi petsyaratan sebagai
berikut:

Pasal15

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan korrrplekaifaa pemilihan Penyedia,
anggota panitia pemilihan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

(4) Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

(1) PDAM diwajibkan mempunyai panitia pemilihanjpejabat pengadaan yang
dapat memberikan pelayananjpembinaan di bidarig pengadaan
barang/ jasa,

(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3
(tiga) orang.

Pa3a114

Bagian Kelima
Panitia PemilihanjPejabat Pengadaan

(4) PPK Lidak boleh dirarigkap oleh:

a, pengelola keuangan;
b. pejabat pengadaan atau panitia pemiliban; dan
c. PjPHP /PPHP untuk paket pekerjaan yang sama,

(5) Keterituan lebih lanjut tentang pengclola kcuangan sebagaimana dimalcsud
pada ayat (4) ditetapkan oleh direksi.

h. memiliki disiplin tinggi;
c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial

untuk rnelaksanakan tugas;
d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki

keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
e. menandatangani Pakta Integritas; dan
f. diutarnakan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

(2) Persyaratarr munajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c yaitu:
a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (81) dengan bidang

keahllan sesual tuntutan pekcrjaan:
b. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) tahun terlibat secara aktif

dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan berang/jase: dan
c. memillki kemampuan kerja secant kelompok dalarn rnelaksannkan

setiap tugas j pekerjaannya.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapal, ditarnbah dengan
memiliki latar belakang keilmuan dan pengalarnan yang sesuai dengan
turitutan teknis pekerjaan.
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Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (3) pejabat pengadaan memiliki tugas :
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan Iangsung/

penunjukan langsung untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/

Pasa117

(2) Panitia Pemilihan tidak boleh merangkap sebagai:
a. Pejabatpengelolakeuangan atau bendahara; atau
b. PPHPuntuk paket pengadaan barang/jasa yang sama,

(1) Pejabat pengadaan tidak boleh merangkap sebagai:
a. Pejabatpengelola keuangan atau bendahara; atau
h. PjPHP Ul'1tuk paket pengadaan ba.rang/jasa yang saroa

Pasal16

(4) Sclain tugas pokok dan kewenangan Panitia Pemiliharr/Pejabat Pengadaan
sebagairnana dimaksud pada ayat (3), dalam hal diperlukan Panitia
pernilihari pejabat pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
a. pcrubahan HPS; danj atau
b. perubahan spesiflkasi teknis pekcrjaan.

(5) Dalarn hal pengadaan barang/ jasa bersifat khusus danIatau memerlukan
keahlian khueus, pejabat pengadaan dapat menggunakan jasa tennga nhli.

(3) Tugas pokok dan kewenangan panitia pemilihan/pejabat pengadaan
meliputi:
a. n'1enYUSU11rencaria pemilihan penyedia hara-ng/ jasa;
b. menetapkan jadwal pemilihan;
c. menetapkan dokurnen pernilihan;
d. rnenetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
c. mcngumumkan peleksanaan pcngadaan barang/Iaea di websiteLPSE

Hulu ~ungai Utara dan/ atau dapat metalui papan pengumuman resmr
untuk masyarakat;

f. menilai kualiflkasi penyedia barang/jasa;
g. rnelakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap

penaWaTanyang masuk;
h. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan

penyedia barang/ jasa kepada PPK;
1. menyerahkan dokumen asli pemillhan oenvedla bara,11g/jasa kepada

PA; dan
j. membuat laporan mengeriai proses pengadaari kepada PA.

a. merniliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan
tugas;

b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Panitia

pemilihart/ Pejabat Pengadaan yang bcrsangkutan;
d. mernahami iai dokurnen, rnetode dan prosedur Pengadaan;
e. rnempunyai Sertifikat Keahlian pengadaan barang/jasa: dan
f. menandatangani Pakta Integritas,

14



(1) Anggota FjPHP/PPHP berasal dari pegawai PDAM;

(2) PjPHP / PPHP harus rnemenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalarn melaksanakan

tugas;

b. memahami isi kontrak;
c. memiliki kualifikasi teknis;

d. menandatangani pakta integritas: dan
c. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

(3) PjPHP/PPHP scbagaimana dimaksud pada ayat (?) mempunyai tugas
pokok dan kewenangan untuk:
a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa

seauai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
b. mcnerima hnail pengadaan barang/jasa setelah melalui

pcmcrik3tl.an/ pcnfSUjian; dan.

c. membuat dan menandatangani berita acara sel'ah_ terima hasil
pekerjaan.

d. dalam hal pemeriksaan barang/jasa memcrlukan keahlian teknis
khusus, dapat dibentuk tim / tenaga ahli untuk membantu
pelaksanaan tugas Panitia pemilihan/pejabat penerima hasil
pekerjaan;

e. tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh
direkrur 'utarna;

Pasal19

Bagian Keena.m
Pejahat/ Panitia pemilihan Penerima Hasil Pekerjaan

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15
ayat (3) panitia pemilihan memiliki tugas meliputi ;
a. melaksanakan pereiapan dan pelaksannan tender/pcnunjukan langsung

untuk pengadaan barangj pekerjaan konstruksi/ jass lainnya yang bernilai
dl atas Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

h. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan seleksi/penunjukan langsung
untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp
100.000.000,00 [seratus juta rupiah);

Pasal 18

jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah);

h. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung/
penunjukan langsung unt.uk pengadaan jasa konsultan si yang berrrilai
paling banyak RplOO.OQO.OOO,OO[seratua juta rupiah); dan

c. rnelaksanaan e-purchasing yang bernilai paling banyak Rp 300.000.000,O{)
(t;ga ratus juta rupiah).
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(1) Penyedia sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi
kualifikasi sesuai barangj jasa yang diadakan dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Penyedia

Pasal 21

(4) Tugas Tim Pengavva5 5cbagaimana dimak51..1d pada ayat (1) y~itu
mengawasi persiapan dan pelaksanaart Iisik serta adminiatrasi swakelcla.

(3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnerrriliki tugas
melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan rnelaporknn secrrra ber-kala
kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan a.nggaran.

(2) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcmiliki tugas
rnenyusun sasaran, rericarta kegiatart1 jadwal pelaksanaan, dan rencana
biaya.

(1) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
terdiri atas:
a. Tim Persiapan;
b. Tim Pelaksana; dan
c. TimPengawas.

Pasru20

Bagian Ketujuh
Penyelenggara Swakelola

c. Bilamana diperlukan pemeriksaun dan perier-irnnnn hnail pekerjaan
pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai
paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan jasa
konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.lOO.OOO.OOO.OO [seratus
juta rupiah) dapat dilakukan oleh PPHP.

b. PPHP melakukan perneriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan
pengadaan Barang/Pckerjaan Konetruksiy.Jaea Lainnya yang bernilai
di atas Rp300.000.000,OO (tiga ratus juta rupiah] dan jasa konsultansi
yang bernilai di atas Rp100.000.000~OO(seratuejuta nlpiah); dan

a. PjPHP melalukan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksij'.Iasa Lainnya yaJlg bernilai
paling banyak Rp300.000.000,OO (tiga Tatu~ juta rupiah) dan jasa
konaultansi yang bernilai paling banyak RplOO.OOO.OOO,OQ(seratus
jtrta rupiah);

f. dalarn. hal pengadaan jasa konsultansi, pemeriksaan pekerjaan
sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan setelab
berkoordinasi dengan pengguna jasa konaultansi yang bersangkutan.

(4) Tugas pokok dan kewenangan sebagairnana dimaksud pada ayat (3)
dengan ketenruan sebagai berikut ;
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(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertanggungjawab atas:
a. pelaksanaan kontrak;
h. kualitas barangjjasa;
c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d. ketepatan waktu penyerahan; dan
e. ketepatan ternpat penyerahan,

(3) Penyedia barang/jasa dalam peltlksanaan pengadaan barang/ jasa hams
mernenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memenuhi keterrtuan peraturan pcrundang-undangan untuk

rnenjalankan kegiatarr/usaha:
b. merniliki keahlian, pengalaman, kernampuan teknis untuk

menyediakan barangj jasa;
c. memperoleh paling kurang 1 [satu] pekerjaan sebagai penyedia

barangjjasa dalam lrurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta, terrnasuk pcngalarnan
subkontrak;

d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dlkecualikan bagi
penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga)tahun;

e. memiliki sumber daya rna rruaia, modal. peralatan dan fasilitas luin
yang diperlukan dalam pengadaan barang/ Jasa;

f. dalam hal penyedia barang/ jasa akan rnelakukan kernitraan, penyedia
barang/jasa harus mernpunyai perjanjian kerja sarna
opera$i/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan
perusnhaan yang mewakili kemitraan tersebut;

g. merniliki kernampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha
mikro, usaha lcecil dan koperasi ked! serta kernampuan pada
subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-keen:

h. khusus unluk render pengadaan pekerjaan konstruksi memiliki
dukungan keuangan dari bank;

i. rnemiliki Kernampuan Dasar (KD) untuk 'L13aha non-kecil, kBCIJ81i
untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

J. khU5UB untuk Pengadaan Pekeriaan KQn~truk81dan .Iasa Lainnya,
harus mcmperhitungkan Sisa Kemarnpuun Paket (SKP) sebagai
ber'iktrt: SKP;;;;;; KF ......P KP ... nilai Kcmampuan Pnket, derigan
ketentuan:
a) untu'k Usaha Kecil, nilai Kemampuan Pakel (h..'P) diterituknn

sebanvak 5 (lima)paket pekeriaan: dan
b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Pakel (KP) ditentukan

sebanyak 6 (enam] atau 1,2 [satu koma dual N. P = jumlah paket
yang sedang dikerjakan. N ""jumlah paket pekerjaan terbanyak
yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5
(lima) tahun terakhir,

k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya
tidak sedang dihentikan dan/ atau direksi yang bertindak untuk dan
atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani aanksi pidana,
yang dibuktikan dengan surat pemyataan yang ditandatangani
penyedia barangjjasa;
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(1) Persiapan Swakelola meliputi:
a. penetapan sasaran;
b. penyelenggara swakelola;
c. rencana kegiatan;

Pasa123

Bagian Kesatu
Persiapan Swakelola

BABVI
PERSlAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

(3) Ketentuan pada ayat (1) dikccualikan dalam hal pengadaan barang/jasa
tidak dapat diikuti oleh perusahaan nasional karena belum ada
perusuhoBn nasional yang mampu memenuhi KD.

(4) Dalam hal kernitraan, yang diperhitungkan adalah KD dati perusahaan
yang mewakili kemitraan [leadfirm].

(1) KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayal (3) pada subbidang
pekerjaan yang sejerris untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. untuk pekerjaan konstruksi, KDsama dengan 3 NPt [Nilai Pengalaman

Tertinggi) dalam kurun waktu 10 tah'un terukhir]; dan
b. untuk pengadaan jasa Iainnya, KLJ sama dengan 5 NFt (Nila!

Pengalaman Tertinggi] dalam kurun waktu 10 tahun terakhir).

(2) KD paling kurang sarna dcngan nilai total BPS dari pekerjaan yang akan
ditenderkan.

(5) Persyaratan pemernrhan kewajiban perpajakan tahun terakhir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, dikecualikan untuk
pengadaan langsung dcngan rncnggunakan bukti pernbelian atau kuitanei.

(6) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan
kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.

Pasal22

1. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.

m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada
Kontrak;

n. tldak masuk dalam daftar hitam;
o. memillkl alamet tetap dan jelas serta dapat djjangkau dengan jasa

perigiriman; dan

p. rnenandatangani Pakta Integrltaa.

(4) Dengan tetap mengedepankan prinsip-prineip pengadaan dan kaidah
bisriis yang baik, persyaratan bagi pcnycdia barang/ [asa asing
dikecualikan dari ketentuan ayat (1)huruf d, huruf j, dan huruf L
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(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pokerjaan Konstruksi Z.Jasa Lainnya
terdiri atas:

Pasal 26

Bagian Kedua
Jenis Kontrak

(1) Metode pemilihan penyedia terdiri atas:
a. tender;
h. selcksl;
c. tender cepat;
d. e-purchasing;
e. penunjukan langsung; dan
f. pengadaan langsung.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Penyedin
sebagaimana disebutkan ayat (1)diatur dengan Peraturan nlrekrur.

PBfm125

BABVU
pELAKSANAAN PENGADAAN BAl~NG IJASA

Bagian Kesatu
PeluksunnnIl Pernilihan Penyedia

Persiapan Pengadaan Barang/sJasa melalui Penyedia dilakukan oleh PPK
meliputi kegiatan:
a. menetapkan HPS;
b. menetapkan rancangan kontrak;
c. menetapkan spesiflkasi teknis/KAK; dan Iatau
d. menetapkan uang muka, jarnirian uang muka, jarninan pelaksanaan,

jaminan perneliharaan, sertifikat garansi, danl atau pcnycsuaian harga.

Pasal24

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan Barang/ .Jasa Melalui Penyedia

(3) Penetapan Penyelenggara Swakelola sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diatur dengan Peraturan Direktur.

(4) Rencana keglatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan
oleh PPK dengan mernperhttungkan tcnaga ahli/peralaten/behori terteritu
yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri,

(5) Hasil persiapan Pengadaan Barang/.Jasa rnelalui Swake101ascbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAKkegiatan,' subkegiatari/
output.

(2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagalmana dirnaksud pada ayat
(1) huruf a ditetapkan oleh PA.

d. jadwal pelaksanaan; dan
e. RAB.
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(3) Pemberian kesernpatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dapat melarnpaui Tahun Anggaran.

(2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirnuat dalarn adendum kontrak
yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan
sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jarninan
Pelaksanaan.

(1) Dalarn hal Penyedia gagal mcnyclcsaikan pekerjnan sampal masa
pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia
mampu rnenyclesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia
urituk menyelesaikan pekorjaarr.

Pasal28

Bagian Keempat
Penyelesaian Kontrak

(1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
a. penetapan surat penunjukanpenyediu barang/ jasa (SPPBJ);
b. penandatanganan konLrak;
c. pernberian uang muka;
d. pembayaran prestasi pekerjaan;
c. perubahan kontrak;
{, penyesuaian harga:
g. penghentian koritrak atau berakhirnya koritrak;
h. pemutusan kontrak;
i. serah terima hasil pekerjaan; danj' atau
J. penanganan keadaan kahar.

(2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menundatangani Kontrak
dengan Penyedia, dalarn ha I belurn tersedia anggaran belanja atau tidak
cukup tersedia anggaran belanja yang dapat rnengakibatkan dilampauinya
batas anggaran belanja yang tersedla untuk kegiatan yang dibiayai
anggaran PDAM.

Pasal 27

Bagian Kctiga.
Pelaksanaan Kontrak

(2) .Jenis Kontrak Pengadaan .Jasa Konsultansi terdiri atas:
a. waktu perrugasan;
b. kontrak payung; dan
o. kontrak tahun jamak.

a. harga satuan;
b. terimajadi (tumkey);
c. kontrak paY'llng;dan
d. kontrak tahun jarnak
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Pasal32

(1) Untuk pekerjaan yang merni1iki jangka waktu lebih dad 1 (satu) tahun
atau multi-year, maka PDAM dapat melakukan Pengadaan Barang/Uasa 1
(satu) kali untuk jangka waktu lebih dad 1 [satu] tahun yang diaesuaikan
dengan kebutuhan spesifik dari masing-rnasing PDAM, sepanjang kualitas,
harga, dan tujuannya dapat dipertanggungiawabkan.

(2) Dalarn hal pengadaan jangka panjang atau multi-year, PA/Direksi perlu
membuat formula pcnycsuaian harga tertentu (price adjustment) baik
untuk kenaikan maupun penurunan yang disesuaikan dengan kondisi
pasar dan best practice yang berlaku,

Bagian Kedua
Pengadaan Barang/.Jasa .Jangka Panjang

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/ .Jasa aecar'a elektronik dapat dllakukan
dengan:
a. menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara

Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung;
b. menggunakan sistem sendiri; atau
c. rnenggunakan sistem yang dikembangkan oleh Lernhaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Ja~a Pcrnerinfah (LK?P).

Pasa131

Bagian Kesaru
Pengadaan Barang/-Jasa Sccara Elektronik

BAB VIII
PENGADAANBARANG/JASA LAJNNYA

(3) Hasil perneriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalarn
Beri ta Acara,

(1) PPK mcnyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 29
kepada PA.

(2) PA meminta PjPHP / PPHP untuk melakukan pemeriksuan adm lnistratif
terhudap barang/jasa yang akan diserahterirnakan.

Pasal 30

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratlls persen] sesuai dengan ketentuan
yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan pcrmintaan secara
iertulls kepada PPK unluk serah terima barang/ jasa,

(2) PPK rnelakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang dlserahkan.

(3) PPK dan Penyediu menandatangani Berita Acara Serah Terirna.

Pasa129

Bagian Kelima
Serah Terima Hasil Pekerjaan
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(1) Perbuatan atau tindakan pcserta pemilihan yang dikenakan sarrksi dalam
pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:

a. menyarnpaikan dokumen atau keterangan palsuj tidak benar untuk
memenuhi persyar'atan yang ditentukan dalarn Dokumen Pernilihun;

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk
mengatur harga penawaran;

c. terindikasimelakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam pemilihan
Penyedia; atau

d. mengundurkan did dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh
Panitia Pemiliharr/Pejabat Pengadaan,

(2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang Lelahmenerima SPPBJ
yang dapat dikenakan sartksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan
did :$ebelun"lpenandatanganan Kontrak.

(3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

Pasa134

BABX
SANKSI

(6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan
Pengadaan Barang/.Jasa

(5) Pengawasan sebagaimarra dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan
bersama dengan instan si yang mempunyai tugas menyelenggarakan
ur'usan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan daerah.

(4) Ruang Iingkup pengawasan Pengadaan Barang/iJasa meliputi:

a. Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya:
b. Kepatuhan terhadap peraturan;
c. Pencapaian tingkat komponen dalam negeri;
d. Penggunaan produk dalam negeri;
e. Pencadarigan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
f. Pengadaan berkelanjutan.

(3) Pengawasan Pengadaan Barang/daea sebegaimana dirnaksud pada ayat (2)
sejak. perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelak.sanaan Kontrak,
dan serah terirna. peketjaarl+

(2) Pengawasan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui
kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, danjatau penyelenggaraan
whiatleblowing system,

(1) Bupati wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa melalui
aparat pengawasan internal pada Inspcktorat Dacrah.

Pasa133

BABIX
PENGAWASAN
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(4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimakeud dalam
Pasal 34 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1%0

(1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dirnaks'ud dalam Pasal 34
ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PAjKPA 3t3S usulan Panitia
Pemiliharr/Pejabat Pengadaan.

(2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (5) huruf b ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Panitia
Pemilihan/ Pejabat Pengadaan.

(3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (5)huruf c dan Pasal 34 ayat (5)huruf d, ditetapkan oleh PAjKPAalas
usulan PPK.

Pasa135

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
a. ayat (1) huruf a sarnpai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan

dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sarilcsi
Daftar Hitarn selama 2 (dua) tahun;

h. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pericalran .Jamlnan Penawar811 dan
Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu] tahun;

c. ayat (2) dikt:lnakan sanksi pl''Illcairan .Jamirian Periawaran dan Sanksi
Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencelran Jaminan Pelaksanaan atau
sanksi pericairun Jaminan Pcmeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitarn
selarna 1 [aatu] tahun;

e. ayat (3) huruf b snrnpni dengaT'i huruf t=J dikenakan sanksi ganti
kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau

f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

(4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3)dikcnakan:
a. sa.nksidigugurkan dalam pemilihan;
h. sanksi pencairan jaminan;
c. sanksi daftar hitam;
d. sanksi ganti kerugian; dan/ atau
e. sanksi denda.

a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau
tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan:

b. menyebabkan kegagalan bangunan;
c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
d. mclakukan kcaalahari dalam pcrhrturigan volume laaail pckcrjaan

berdasarkan hasil audit;
e. menyerahkan barangfjasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan

Kantrak berdasarkan hasil audit; atau
f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak,
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(1) Pernerintah Daerah wajib mcmbcrikan pelayanan hukum kepada Pelaku
Pengadaan Barang/.Jaaa dalam menghadapi permasalahan hukurn terkait
Pengadaan Barangj Jasa.

(2) Pelayanan hukum sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diberikan sejak
proses penyelidikan hingga tahap putuaan pengadilan.

(3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
untuk Penyedia, Ormas, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola,
dan Pelaku U~a.ha yang bertindak sebagai Agen Pengadaan.

Pasal 39

RAR Xl
PELAYANAN HUKUM BAGI

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

(2) LKPPmenyclcnggarakan Daftar Hitam Nasional.

(1) PA/KPA menyarnpaikan identitas peserta pemiliharr/Penyedia yang
dikenakan Sanksi Daftar Hitam kepada unit kerja yang melaksanakan
fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam
Daftar Hitam Nasional.

Pasal38

(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada
PAl KPAI PPK/Panitia Pemiliharr/ Pejabat Pengadaarr/ PjPHPI PPHPyang
terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas
Peraairigan Uaaha, Peradilan Urnurn, atau Peradilan Tata Uaaha Negara.

(2) Pernberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Zpejabat yang berwenang
seauai dengan ketentuan peral.uran perirndang-urrdarigan.

(1) Sanksi administratif dikenakan kepada PAl KPAI PPKI?anitia
Pemiliharr/Pejabat Pengadaan/PjPHP/ PPHP yang lalai rnelaktrkan suatu
perbuatan yang menjadi kewajibannya.

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
huruf a sampai dcngan huruf CJ PDAMmelaporkan secara pidana,

Pasa137

(5) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagairnana dimaksud pada ayat
(4) tidak termasuk Pajak Pertarnbahan Nilai (PPN).

(6) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (3) berlaku sejak ditctapkan.

Pasal 36

(satu permil] dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari
keterlambatan.
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BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 19.

Diundangkan di Arnuntai
pada tanggal ~o April 2020

ADDU

BUPATI H LU SUNGAl UTA:R.A,

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 40 April 2020

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai TJtara.

Pi:l.t:ial41

BAB XlII
KETENTUAN PENUTUP

(2) LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian ~t::ngkt:ta kontrak
sebagairnana dimaksud pada ayal (1).

(1) Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam
pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan rnclah.ri layanan penyelesaian
sengketa kontrak, arbitrase, atau pcnyelcsaian mclalui pcngadilan,

Pasa140

BAB XII
PENYELESAlAN SENGKETA KONTRAK
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